BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.807 , 2021 KEMENPAN-RB. Penata  Kelola. Pencarian.
Pertolongan. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan
penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta untuk
meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 647);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan,Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan penataan dan pengelolaan

penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
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10.

11.

12.

Pejabat Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolonganyang selanjutnya disebut Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh
Pejabat yang berwenang melaksanakan penataan dan
pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
Pencarian dan Pertolongan adalah segalausaha dan
kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan
mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan
darurat dan/ataubahayadalamkecelakaan,bencana, atau
kondisi membahayakan manusia.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dariuraian kegiatan
dan/atau akumulasinilai dari uraian kegiatan yang harus
dicapai oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harusdicapai oleh Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu syarat
kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan FungsionalPenata
Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya
disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan  pejabat yang memiliki kewenangan
menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi
keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun
dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk Angka Kredit

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
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Standar Kompetensi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan yang  selanjutnya  disebut  Standar
Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam
melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan social
cultural dari Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
Hasil Kerja adalah unsure kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
baik perorangan atau kelompok di bidang
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut
Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.
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(1)

(2)

(3)

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan berkedudukan
sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan penataan
dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan pada Instansi Pembina.

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama,
pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
Kedudukan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit
kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan  Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolonganmerupakanjabatankarier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/RumpundJdabatan

Pasal4

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawas

kualitas dan keamanan.
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BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal5

(1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan merupakan Jabatan Fungsional kategori
keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri
atas:

a. Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli
Pertama,;

b. Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli Muda;

c. Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli Madya;
dan

d. Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli Utama.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN
KEGIATANTUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal6
Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan yaitu melaksanakan penataan dan pengelolaan
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi
penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis,

sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi,
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pemberdayaan  masyarakat,kesiapsiagaan, dan = operasi

pencarian dan pertolongan.

Bagian Kedua

Unsur

Pasal7

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian

dan Pertolongan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri

atas:

a. perumusan dan pembinaan teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

b. pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis
pencarian dan pertolongan;

c. pembinaan sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan;

d. pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;

e. pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan; dan

f. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8
(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenjang
jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai
berikut:
a. Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli

Pertama, meliputi:

1. Mengidentifikasi kebutuhan substansi teknis
perumusan kebijakan bidang pencarian dan
pertolongan;

2. Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan
pedoman teknis bidang pencarian dan

pertolongan;
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Melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis
bidang pencarian dan pertolongan;
menginventarisasi data pembinaan sumber
daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

menginventarisasi data pengembangan sumber
daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

mengidentifikasi kebutuhan pembinaan sumber
daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

mengidentifikasi kebutuhan pengembangan
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan
kurikulum dan silabus pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia teknis
pencarian dan pertolongan;

menyiapkanbahan ajar pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia
teknispencarian dan pertolongan;

menyusun instrumen uji kompetensi sumber
daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

menyusun rencana pelaksanaan uji kompetensi
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

menginventarisasi data sumber daya manusia
teknis pencarian dan pertolongan melalui
system informasi;

melakukan  pemutakhiran  sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan
melalui sitem informasi;

menginventarisasi awak alat utama pencarian
dan pertolongan;

menginventarisasi kebutuhan sarana dan

prasarana pencarian dan pertolongan,;
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27.
28.

29.

30.
31.

32.
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menginventarisasi data dan kondisi sarana dan
prasaranapencarian dan pertolongan;
mengidentifikasi informasi dan rekomendasi
teknis sarana udara dari publikasi teknis;
mengidentifikasi komponen berdasarkan umur,
jam putar/kilometer, dan kondisi sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan,;
melakukan pemeriksaan awal dalam rangka
pelaksanaan pemeliharaan ringan sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;
mengidentifikasi kebutuhan dukungan sarana
dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
pencarian dan pertolongan;

menyusun data pendistribusian sarana dan
prasaranapencarian dan pertolongan;
melakukanklasifikasijenis sarana pencarian dan
pertolongan;

menyusun rencana pelaksanaan siaga
pencarian dan pertolongan rutin;

menyusun rencana pelaksanaan siaga
pencarian dan pertolongan khusus;
melakukanvalidasikesiagapsiagaansumberdaya
dan potensipencarian dan pertolongan;
melakukan validasi informasi awal kecelakaan
dengan penanganan khusus;

melakukan validasi informasi awal bencana;
melakukan validasi informasi awal kondisi
membahayakan manusia;

menganalisa situasi dan lokasi kecelakaan
dengan penanganan khusus;

menganalisis situasi dan lokasi bencana;
menganalisis situasi dan lokasi kondisi
membahayakan manusia;

mengidentifikasi kebutuhan penindakan awal

operasi pencarian dan pertolongan;
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melaksanakan asistensi rencana awal
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

melakukan validasi pergerakan awal tim
pencarian dan pertolongan;

menganalisis berita pencarian dan pertolongan
terkait pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

melaksanakan briefing pelaksanaan siaga
pencarian dan pertolongan;

melakukan pemetaan lokasi posko siaga
pencarian dan pertolongan khusus;

menyusun kebutuhan fasilitas siaga pencarian
dan pertolongan;

melakukan  pemeliharaan  fasilitas  siaga
pencarian dan pertolongan;

menyusun daftar kebutuhan pelaksanaan
latihan pencarian dan pertolongan dengan
institusi dalam negeri;

melaksanakan pengajuan permohonan ijin
asset asing yang akan masukke wilayah
indonesia;

mengidentifikasi kebutuhan fasilitas latihan
pencarian dan pertolongan;
melakukanpemeliharaanfasilitaslatihanpencaria
n dan pertolongan;

menginventarisasi rancangan rencana
kontingensi unit pelaksana teknis;

menyusun rencana dan program asistensi
penyusunan rencana kontingensi;
menginventarisasi wilayah rawan kecelakaan/
bencana/kondisi membahayakan manusia dan
sumber daya operasi pada tingkat nasional;
menginventarisasi wilayah rawan kecelakaan/
bencana/kondisi membahayakan manusia dan

sumber daya operasi pada tingkat daerah;
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48.

49.
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51.

52.

53.

54.
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56.
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58.

59.

60.

61.
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mengidentifikasi risiko kecelakaan/bencana/
kondisi membahayakan manusia serta potensi
pencarian dan pertolongan pada tingkat daerah;
menyusun scenario kecelakaan/bencana/
kondisi membahayakan manusia di lokasi yang
telah ditentukan;

menginventarisasi pelibatan pihak terkait;
mengidentifikasi peranan masing-masing pihak
terkait;

mengidentifikasi jenis dan lokasi kecelakaan/
bencana/kondisi membahayakan manusia serta
upaya yang telah dilaksanakan;
mengindentifikasi kebutuhan sumber daya
operasi pencarian dan pertolongan yang akan
dikerahkan;

menyusun rencana penyelamatan dan
transportasi korban;

menyusun skema jalur koordinasi operasi

pencarian dan pertolongan;

menyusun skema  jejaring komunikasi
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

meregistrasi dan memfilter unit pencarian dan

pertolongan;

menyusun rekomendasi atas permohonan izin
diplomatic (diplomatic clearance), izin keamanan
(security clearance), dan persetujuan terbang
(flight clearance) dari rescue coordination center
(RCC) negara lain yang akan membantu operasi
pencarian dan pertolongan;

menyusun kebutuhan biaya dan logistic operasi
pencarian dan pertolongan;

melakukan verifikasi pendirian posko utama
dan posko taktis operasi pencarian dan
pertolongan;

menyiapkan bahan briefing pelaksanaan operasi

pencarian dan pertolongan;
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menganalisis pencapaian waktu tanggap
(response time) pelaksanaan operasi pencarian
dan pertolongan dan waktu perjalanan (transit
time) sampai tiba di lokasi;

memverifikasi dan mengolah data/informasi
kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi

membahayakan manusia;

menyusun pemutakhiran informasi
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

menganalisis terkait pengusulan coordinator

misi pencarian dan pertolongan;

menginventarisasi data dan informasi
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

menyusun bahan debriefing penghentian

operasi pencarian dan pertolongan;
menginventarisasi pengeluaran biaya riil dalam
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

mengidentifikasi jenis pengeluaran biaya
operasi pencarian dan pertolongan;

melakukan pengembalian unit pencarian dan
pertolongan keinstansi/organisasi potensi
pencarian dan pertolongan;

menyusun rencana garis besar kegiatan uji
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

menyusun dan menetapkan skenario dan lokasi

uji pelaksanaan operasi pencarian dan

pertolongan;
menginventarisasi bahan penilaian uji
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

melakukan survey lokasi wuji pelaksanaan

operasi pencarian dan pertolongan,;
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78.
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80.
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mengolah data hasil uji pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria;
inventarisasi hasil pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan  operasi  pencarian  dan
pertolongan;

mengidentifikasi kebutuhan system komunikasi
pencarian dan pertolongan;

menyusun spesifikasi teknis system komunikasi
pencarian dan pertolongan;

menyusun data pendistribusian peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan;
menyusun data administrasi penyimpanan
peralatan komunikasi pencarian dan
pertolongan;

menginventarisasi data dan kondisi peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan;
mengolah data penggunaan peralatan system
komunika sipencarian dan pertolongan;
menyusun bahan rencana kebutuhan
pemeliharan system komunikasi pencarian dan
pertolongan;

mengidentifikasi pemeliharaan ringan system
komunikasi pencarian dan pertolongan;
mengidentifikasi kebutuhan dukungan
penyelenggaraan  operasi  pencarian dan
pertolongan;

mengidentifikasi kebutuhan gelar komunikasi
pencarian dan pertolongan;

menginventarisasi permasalahan terkait system
penangkap sinyal marabahaya; dan

melakukan penyiapan bahan analisis system

penangkap sinyal marabahaya;
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Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda,

meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

Menganalisis subtan siteknis kebijakan bidang
pencarian dan pertolongan;
menganalisispenyusunanpedomanteknisbidang
pencarian dan pertolongan;

menganalisis bahan pembinaan teknis bidang
pencarian dan pertolongan;

menganalisis data pembinaan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;
menganalisis data pengembangan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;
melakukan verifikasi kebutuhan pembinaan
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

menyusun konsep kurikulum dan silabus
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;
mengklasifikasi bahan ajar pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia teknis
pencarian dan pertolongan;

melakukan uji coba instrumen uji kompetensi
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

menyusunin strumen pemantauan pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;
melakukan asistensi pelaksanaan uji
kompetensi sumber daya manusia teknis
pencarian dan pertolongan;

mengklasifikasi data sumber daya manusia
teknis pencarian dan pertolongan melalui

system informasi;
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menganalisis kebutuhan pembinaan dan
pengembangan awak alat utama pencarian dan
pertolongan;

Melakukan verifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;
Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan
sarana dan  prasarana pencarian dan
pertolongan;

Melakukan reviu dokumen rencana pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan;

Menyusun spesifikasi teknis sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;
Memverifikasi jumlah dan kondisi sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan secara
berkala;

Melakukan pengolahan data penggunaan
sarana dan  prasarana pencarian dan
pertolongan;

Menganalisis kebutuhan pemeliharaan sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan;
Menyusun usulan rencana kebutuhan
pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan;

Menyusun rencana teknis  pelaksanaan
pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan;

Melakukan pemeriksaan awal dalam rangka
pelaksanaan pemeliharaan menengah sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan,;
Menyusun persyaratan kualifikasi teknis
pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan;

Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian

dan pertolongan;
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Mengidentifikasi alternative pemenuhan
kebutuhan dukungan sarana dan prasarana
untuk operasi pencarian dan pertolongan;
Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis
sarana dan  prasarana pencarian dan
pertolongan;

Melakukan verifikasi penerimaan sarana dan
prasarana dengan dokumen pendukung;
Melakukan pengujian sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan;

Mengkaji rencana garis besar pelaksanaan siaga
pencarian dan pertolongan khusus;
Melaksanakan validasi informasi deteksi
dinisinyal marabahaya;

Melakukan validasi informasi awal kecelakaan
pesawat udara;

Melakukan validasi informasi awal kecelakaan
kapal;

Menganalisis situasi dan lokasi kecelakaan
pesawat udara;

Menganalisis situasi dan lokasi kecelakaan
kapal,

Menganalisis perkembangan penindakan awal
operasi pencarian dan pertolongan;

memvalidasi data dan informasi musibah/
kecelakaan selama siaga pencarian dan
pertolongan khusus kepada instansi terkait;
menganalisis kesiapan fasilitas siaga pencarian
dan pertolongan;

mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan fasilitas
siaga pencarian dan pertolongan;

melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas
fasilitas siaga pencarian dan pertolongan;
menyusun rencana latihan Pencarian dan
Pertolongan dengan institusi dalam negeri;
melakukan uji kelayakan sarana dan prasarana

latihan pencarian dan pertolongan;
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menyusun rencana operasi latihan pencarian
dan pertolongan (ROL) dan rencana informasi
latihan pencarian dan pertolongan(RIL);
menyusun rencana latihan Pencarian dan
Pertolongan antar negara;

melakukan survey lokasi latihan Pencarian dan

Pertolongan antar negara;

melaksanakan diseminasi informasi
pelaksanaan latihan pencarian dan
pertolongan;

melaksanakanasistensiperencanaanlatihanpenc
arian dan pertolongandaerah;

melaksanakan pemantauan dan asistensi
terhadap pelaksanaan latihan pencarian dan
pertolongan daerah;

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
latihan pencarian dan pertolongan di negara
peserta;

melakukan pemantuan dan evaluasi fasilitas
latihan pencarian dan pertolongan;

menyusun rencana pemenuhan kebutuhan
operasi pencarian dan pertolongan;
mengidentifikasi rancangan rencana
kontingensi sesuai jenis operasi pencarian dan
pertolongan;

mengidentifikasi risiko kecelakaan/bencana/
kondisi membahayakan manusia serta potensi
pencarian dan pertolongan pada tingkat
nasional,

menyusuns  kenario  kecelakaan/bencana/
kondisi membahayakan manusia di lokasi yang
telah ditentukan;

menganalisis daerah dengan tingkat
kerawanaan kecelakaan/bencana/kondisi
membahayakan manusia yang tinggi pada

tingkat daerah;
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menyusun rancangan kesepakatan bersama
pihak terkait;

menyusun rencana kontingensi pada
kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan
manusia;

menyusun komposi sitim operasi pencarian dan
pertolongan;

melakukan penghitungan area operasi
pencarian dan pertolongan;

menyusun pola operasi pencarian dan
pertolongan;

merencanakan pembagian tugas unit pencarian
dan pertolongan;

mengevaluasi rencana operasi pencarian dan
pertolongan;

memvalidasi kesiapan sumber daya pencarian
dan pertolongan;

melaksanakan briefing pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

melakukan supervise penugasan unit pencarian
dan pertolongan kelokasi kecelakaan/
bencana/kondisi membahayakan manusia;
melakukan supervise pelaksanaan operasi
gabungan dengan pusat koordinasi

penyelamatan negara lain;

melakukan pengendalian/supervise
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

menyusun rekomendasi teknis operasi untuk
coordinator misi pencarian dan pertolongan;
menganalisis pelaksanaan tahap penyadaran;
menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan
tahap penyadaran;

melakukan asistensi pada tahap penyadaran;
menyusun rekomendasi penetapan coordinator

misi Pencarian dan Pertolongan;
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menyusun rancangan penunjukan coordinator
misi pencarian dan pertolongan;

melakukan analisis penyiapan unit Pencarian
dan Pertolongan, precom dan excom serta
pengerahan unit pencarian dan pertolongan;
melakukan asistensi penyiapan unit Pencarian
dan Pertolongan, precom, dan excom serta
pengerahan unit pencarian dan pertolongan;
menganalisis rencana operasi pencarian dan
pertolongan;

melakukan asistensi penyusunan rencana
operasi pencarian dan pertolongan;
menganalisis dukungan sumber daya operasi
pencarian dan pertolongan;

melakukan asistensi penyediaan dukungan
operasi pencarian dan pertolongan;

melakukan asistensi pengendalian operasi
pencarian dan pertolongan;

melaksanakan asistensi penyusunan laporan
operasi pencarian dan pertolongan;
melaksanakan asistensi penyusunan laporan
evaluasi operasi pencarian dan pertolongan;
melaksanakan asistensi penyusunan laporan
pertanggung jawaban biaya operasi pencarian
dan pertolongan,;

melakukan debriefing perasi pencarian dan
pertolongan;

memverifikasi bukti pembayaran atas

penyewaan, pembelian,atau jasa pendukung

pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

menyusun usulan penggantian biaya
pengerahan dan pengendalian operasi

pencarian dan pertolongan;
melakukan diseminasi  informasi  teknis
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

kepada pihak berkepentingan;
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mengusulkan penghentian/perpanjangan/
pembukaan kembali pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

menetapkan komposi sitim uji pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;
melaksanakan uji fungsi dan uji kemampuan
petugas operasi pencarian dan pertolongan;
melaksanakan wuji fungsi kendaraan operasi
pencarian dan pertolongan;

menganalisis hasil uji pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

mengevaluasi hasil uji pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

menganalisis hasil pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan  operasi  pencarian  dan
pertolongan;

melakukan verifikasi usulan kebutuhan system
komunikasi pencarian dan pertolongan;
menganalisis perhitungan biaya pemenuhan
system komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan klasifikasi jenis peralatan
komunikasi di gudang;

melakukan  verifikasi usulan  kebutuhan
pemeliharaan system komunikasi pencarian
dan pertolongan;

mengidentifikasi pemeliharaan berat system
komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan registrasi dan perpanjangan izin
frekuensi peralatan dan perangkat komunikasi
pencarian dan pertolongan;

menyusun rencana pelaksanaan gelar
komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan gelar komunikasi pencarian dan

pertolongan;
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105. melakukan pengujian system komunikasi
pencarian dan pertolongan;

106. melakukan registrasi alat pemancar sinyal
marabahaya; dan

107. melakukan wuji fungsi alat pemancar sinyal
marabahaya;

Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli Madya,

meliputi:

1. Mengevaluasi subtansi teknis kebijakan bidang
pencarian dan pertolongan;

2. Mengevaluasi penyusunan pedoman teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

3. Mengevaluasi pembinaan  teknis  bidang
pencarian dan pertolongan;

4. mengevaluasi data pembinaan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;

5. mengevaluasi data pengembangan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;

6. menyusun rencana dan program
pengembangan sumber daya manusia teknis
pencarian dan pertolongan;

7. melakukan validasi kebutuhan pembinaan
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

8. melakukan validasi kebutuhan pengembangan
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

9. menyusun rencana strategis pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia teknis
pencarian dan pertolongan;

10. menganalisis penyusunan kurikulum dan
silabus pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

11. mengevaluasi kurikulum dan silabus
pembinaan dan pengembangan sumber daya

manusia teknis pencarian dan pertolongan;
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menyusun bahan ajar pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia teknis
pencarian dan pertolongan;

menganalisis instrumen uji kompetensi sumber
daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

melakukan pemantauan pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;
mengevaluasi instrument pemantauan
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan;
melakukan validasi penerbitan sertifikat uji
kompetensi sumber daya manusia teknis
pencarian dan pertolongan;

mengevaluasi pembinaan dan pengembangan
awak alat utama pencarian dan pertolongan;
menyusun kajian teknis kebutuhan
berdasarkan jenis sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan;

menyusun rekomendasi rencana pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan;

menganalisis penempatan sarana pencarian
dan pertolongan,;

menyusun desain teknis pengembangan sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan,;
melakukan  verifikasi usulan  kebutuhan
pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan;

melakukan pemeriksaan awal dalam rangka
pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;
melakukan asistensi teknis pengelolaan sarana

dan prasarana pencarian dan pertolongan;
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melakukan kajian teknis usulan penghapusan
sarana dan  prasarana pencarian dan
pertolongan;

melakukan pengawasan teknis pelaksanaan
pengadaan sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan;

mengevaluasi pelaksanaan siaga pencarian dan
pertolongan rutin;

melakukan pemantauan dan asistensi
pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan
khusus;

mengkaji pelaksanaan siaga pencarian dan
pertolongan khusus;

melakukan diseminasi informasi kesiapsiagaan
pencarian dan pertolongan kepada petugas
siaga pencarian dan pertolongan;

mengkaji rencana garis besar latihanpencarian
dan pertolongandengan institusi dalam negeri;
melaksanakan pembekalan latihanpencarian
dan pertolongan dengan institusi dalam negeri;
menyusun rencana garis besar latihan
pencarian dan pertolongan antar negara;
menyusun rumusan scenario latihan pencarian
dan pertolongan antar negara;

mengevaluasi rencana garis besar latihan
pencarian dan pertolongan antar negara;
melaksanakan  bimbingan teknis kepada
pengawas, pengendali, dan pelaku latihan
pencarian dan pertolongan;

mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian
dan pertolongan dalam negeri;

mengevaluasi pelaksanaan latihan pencarian
dan pertolongan antar negara;
mengevaluasipelaksanaanlatihanpencarian dan
pertolongandaerah;

mengevaluasi penilaian pelaksanaan latihan

pencarian dan pertolongan antar negara;
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melakukan reviu dokumen pemenuhan
kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
menyusun rekomendasi rencana pemenuhan
kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
menganalisis rancangan rencana kontingensi;
menganalisis wilayah rawan kecelakaan/
bencana/kondisi membahayakan manusia pada
tingkat nasional;

menyusun rencana tindak pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

menginventarisasi pelibatan potensi pencarian
dan pertolongan dalam mendukung
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

mengidentifikasi peranan potensi pencarian dan
pertolongan;

menyusun dokumen persyaratan teknis petugas
operasi pencarian dan pertolongan;

menyusun persyaratan teknis sumber daya
pencarian dan pertolongan;

menyusun penetapan pembagian wilayah
pembinaan/tanggung jawab pencarian dan
pertolongan;

menyusun penetapan wilayah pencarian dan
pertolongan indonesia (indonesia);

menyusun penetapan penempatan alat utama
pencarian dan pertolongan;

menyusun rekomendasi teknis terkait rencana
operasi pencarian dan pertolongan;

menyusun rekomendasi teknis penyediaan
dukungan sumber daya operasi pencarian dan
pertolongan;

melakukanan alisis usulan penghentian operasi
pencarian dan pertolongan;

melakukan analisis wusulan perpanjangan/
pembukaan kembali operasi pencarian dan

pertolongan;
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menyusun rekomendasi penghentian/
perpanjangan/pembukaan kembali
pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

melakukan evaluasi pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

menyusun rekomendasi pemberian
penghargaan/sanksi pelanggaran kepada
petugas pencarian dan pertolongan;

melakukan pemantauan pelaksanaan uji pada
tahap penyadaran, tahap penindakan awal,
tahap perencanaan, tahap operasi, tahap
pengakhiran;

menyusun rekomendasi atas  hasil uji
pelaksanan operasi pencarian dan pertolongan
pada unit pelaksana teknis;

memvalidasi hasil uji pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

melakukan pemaparan hasil uji pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;
merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

menyusun rencana dan tindak lanjut hasil
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
operasi pencarian dan pertolongan;

menyusun rencana pemenuhan kebutuhan
komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan kajian penempatan peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan kajian teknis terhadap
perkembangan teknologi system komunikasi
pencarian dan pertolongan;

melakukan verifikasi kesesuaian peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan sesuai

dengan dokumen spesifikasi teknis;
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melakukan verifikasi jumlah dan kondisi
peralatan komunikasi pencarian dan
pertolongan;

melakukan pemutakhiran data peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan secara
berkala;

melakukanan alisis kebutuhan pemeliharaan
system komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan asistensi teknis pengelolaan system
komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan evaluasi pelaksanaan gelar
komunikasi pencarian dan pertolongan;
menyusun usulan kebutuhan system
komunikasi pencarian dan pertolongan;
melakukan validasi dan  sertifikasi alat
pemancar sinyal marabahaya;

melakukan analisis system penangkap sinyal
marabahaya sesuai prosedur; dan

menyusun rencana dan program system
pencarian dan pertolongan berbasis satelit

internasional (cospassarsat); dan

Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli Utama,

meliputi:

1.

Menyusun rekomendasi penyusunan kebijakan
teknis bidang pencarian dan pertolongan;
Menyusun rekomendasi penyusunan pedoman
teknis bidang pencarian dan pertolongan;
Melakukan pengembangan system pembinaan
teknis bidang pencarian dan pertolongan;
menyusun rencana dan program pembinaan
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

menyusun pedoman pembinaan dan
pengembangan sumber daya pencarian dan
pertolongan;

menyusun kajian teknis penerapan teknologi

dalam pembinaan dan pengembangan sumber
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daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

menyusun kajian teknis kebutuhan sarana dan
prasana dalam pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

melakukan evaluasi instrument uji kompetensi
sumber daya manusia teknis pencarian dan
pertolongan;

melakukan  diseminasi informasi potensi
pencarian dan pertolongan;

melakukan analisis pengembangan teknologi
sarana dan  prasarana pencarian dan
pertolongan;

melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan
sarana dan  prasarana  pencarian dan
pertolongan;

melakukan evaluasi pedoman teknis di bidang
sarana dan  prasarana pencarian dan
pertolongan;

melakukan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan  prasarana pencarian dan
pertolongan;

melakukan evaluasi dukungan sarana dan
prasarana dalam pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

mengembangkan model/system kesiap siagaan
pencarian dan pertolongan;

mengevaluasi pengembangan metode

pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan
pelaksanaan latihan pencarian dan
pertolongan;

mengembangkan model/system latihan

pencarian dan pertolongan;
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mengevaluasi pengembangan metode
pelaksanaan latihan pencarian dan
pertolongan;

menyusun rancangan rencana  nasional
pencarian dan pertolongan;

menyusun rancangan kesepakatan bersama
pimpinan potensi pencarian dan pertolongan;
menyusun kertas kerja pengawasan atas
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang telah ditetapkan;

mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan  operasi  pencarian dan
pertolongan;

melakukan supervise atas ketaatan norma,
standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan
operasi pencarian dan pertolongan yang berlaku
nasional maupun internasional,

menyusun rencana pengembangan  dan
pembangunan bidang operasi pencarian dan
pertolongan;

melakukan review dokumen rencana
pemenuhan kebutuhan komunikasi pencarian
dan pertolongan; dan

menyusun rekomendasi rencana pemenuhan
kebutuhan komunikasi pencarian dan
pertolongan.

Kelola Pencarian dan Pertolongan yang

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Instansi Pembina.
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Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a.

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama,

meliputi:

1.

10.

Laporan hasil identifikasi kebutuhan subtansi teknis
perumusan kebijakan bidang pencarian dan
pertolongan;

Laporan hasil identifikasi kebutuhan penyusunan
pedoman teknis bidang pencarian dan pertolongan;
Laporan hasil penyiapan bahan pembinaan teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil inventarisasi data pembinaan sumber
daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Laporan hasil inventarisasi data pengembangan
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Laporan hasil identifikasi kebutuhan pembinaan
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Laporan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Laporan hasil penyiapan bahan penyusunan
kurikulum dan silabus pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia teknis bidang
pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil penyiapan bahan ajar pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia teknis bidang
pencarian dan pertolongan;

Formulir instrumen uji kompetensi sumber daya

manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Laporan hasil penyusunan rencana pelaksanaan uji
kompetensi sumber daya manusia teknis bidang
pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil inventarisasi data sumber daya
manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan
melalui system informasi;

Laporan hasil pembaharuan sumber daya manusia
teknis bidang pencarian dan pertolongan melalui
system informasi;

Laporan hasil inventarisasi awak alat utama
pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil inventari sasi kebutuhan sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil inventarisasi data dan kondisi sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil identifikasi informasi dan rekomendasi
teknis sarana udara dari publikasi teknis;

Laporan hasil identifikasi komponen berdasarkan
umur, jam putar/kilo meter, dan kondisi sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka
pelaksanaan pemeliharaan ringan sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil identifikasi kebutuhan dukungan
sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
pencarian dan pertolongan;

Laporan penyusunan data pendistribusian sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil klasifikasi jenis sarana pencarian dan
pertolongan;

Dokumen perencanaan siaga pencarian dan
pertolongan rutin;

Dokumen perencanaan siaga pencarian dan
pertolongan khusus;

dokumen hasil validasi kesiagap siagaan sumber

daya dan potensi pencarian dan pertolongan;
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40.
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dokumen hasil validasi informasi awal kecelakaan
dengan penanganan khusus;

dokumen hasil validasi informasi awal bencana;
dokumen hasil validasi informasi awal kondisi
membahayakan manusia;

dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan
dengan penanganan khusus;

dokumen hasil analisiss ituasi dan lokasi bencana;
dokumen hasilan alisis situasi dan lokasi kondisi
membahayakan manusia;

laporan hasil identifikasi kebutuhan penindakan
awal operasi pencarian dan pertolongan;

laporan asistensi rencana awal pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan validasi pergerakan awal tim pencarian dan
pertolongan;

dokumen analisis berita pencarian dan pertolongan
terkait pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

laporan briefing pelaksanaan siaga pencarian dan
pertolongan;

laporan pemetaan lokasi poskosiaga pencarian dan
pertolongan khusus;

dokumen kebutuhan fasilitas siaga pencarian dan
pertolongan;

dokumen pemeliharaan fasilitas siaga pencarian dan
pertolongan;

dokumen daftar kebutuhan pelaksanaan latihan
pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam
negeri;

dokumen pengajuan permohonan izin asset asing
untuk masuk ke wilayah indonesia;

laporan hasil identifikasi kebutuhan fasilitas latihan
pencarian dan pertolongan;

dokumen pemeliharaan fasilitas latihan pencarian

dan pertolongan;
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laporan hasil inventarisasi rancangan rencana
kontigensi unit pelaksana teknis;

dokumen  rencana dan = program = asistensi
penyusunan rencana kontingensi;

laporan  hasil inventarisasi wilayah  rawan
kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan
manusia dan sumber daya operasi pada tingkat
nasional,

laporan hasil inventarisasi daerah rawan
kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan

manusia dan sumber dayao perasi pada tingkat

daerah;
laporan hasil identifikasi risiko
kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan

manusia serta potensi pencarian dan pertolongan
pada tingkat daerah;

dokumen scenario kecelakaan/bencana/kondisi
membahayakan manusia di lokasi yang telah
ditentukan;

laporan hasil inventarisasi pelibatan pihak terkait;
laporan hasil identifikasi peranan masing-masing
pihak terkait;

laporan hasil identifikasi jenis dan lokasi
kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan
manusia serta upaya yang telah dilaksanakan;
daftar kebutuhan sumber daya operasi pencarian
dan pertolongan yang akan dikerahkan;

dokumen rencana penyelamatan dan transportasi
korban;

dokumen skema jalur koordinasi operasi pencarian
dan pertolongan;

dokumen skema jejaring komunikasi pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil registrasi dan filter unit pencarian dan
pertolongan;

dokumen rekomendasi atas permohonan izin

diplomatik (diplomatic clearance), izin keamanan
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(security clearance),dan persetujuan terbang (flight
clearance) dari rescue coordination center(RCC)
negara lain yang akan membantu operasi pencarian
dan pertolongan;

dokumen kebutuhan biaya dan logistic operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan verifikasi pendirian posko utama dan posko
taktis operasi pencarian dan pertolongan;

bahan briefing pelaksanan operasi pencarian dan
pertolongan;

dokumen hasil analisis pencapaian waktu tanggap
(response time) pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan dan waktu perjalanan (transit time)
sampai tiba di lokasi;

laporan hasil verifikasi dan pengolahan
data/informasi kecelakaan, bencana, dan/atau
kondisi membahayakan manusia;

dokumen  pemutakhiran informasi pelaksana
noperasi pencarian dan pertolongan,;

dokumen hasila nalisis terkait pengusulan
coordinator misi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil inventarisasi data dan informasi
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dokumen debriefing penghentian perasi pencarian
dan pertolongan;
laporanhasilinventarisasipengeluaranbiayariildalamp
elaksanaanoperasipencarian dan pertolongan;
laporan hasil iden tifikasi jenis pengeluaran biaya
operasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil pengembalian unit pencarian dan
pertolongan keinstansi/organisasi potensi pencarian
dan pertolongan;

dokumen rencana garis besar kegiatan uji
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dokumen skenario dan lokasi uji pelaksanaan

operasi pencarian dan pertolongan;
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laporan hasil inventarisasi bahan penilaian uji
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
laporan hasil survey lokasi uji pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan pengolahan data hasil uji pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil  identifikasi  kepatuhan  atas
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
laporan hasil inventarisasi hasil pengawasan dan
evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil identifikasi kebutuhan system
komunikasi pencarian dan pertolongan;

dokumen spesifikasi teknis system komunika
sipencarian dan pertolongan;

dokumen penyusunan data  pendistribusian
peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
dokumen data administrasi penyimpanan peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil inventarisasi data dan kondisi
peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan;
dokumen hasil pengolahan data penggunaan
peralatan system komunikasi pencarian dan
pertolongan;

dokumen bahan rencana kebutuhan pemeliharan
system komunikasi pencarian dan pertolongan;
laporan hasil identifikasi pemeliharaan ringan
system komunikasi pencarian dan pertolongan;
laporan hasil identifikasi kebutuhan dukungan
penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
laporan  hasil identifikasi kebutuhan  gelar
komunikasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil inventarisasi permasalahan terkait
system penangkap sinyal marabahaya; dan

laporan hasil penyiapan bahan analisis system

penangkap sinyal marabahaya;
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Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda,

meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

Dokumen hasil analis is subtansi teknis kebijakan
bidang pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil analisis penyusunan pedoman teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil analisis bahan pembinaan teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil analisis data pembinaan sumber
daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Dokumen hasil analisis data pengembangan sumber
daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Laporan hasil verifikasi pembinaan sumber daya
manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
Laporan hasil verifikasi kebutuhan pengembangan
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Dokumen konsep kurikulum dan silabus pembinaan
dan pengembangan sumber daya manusia teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

Dokumen klasifikasi bahan ajar pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia teknis bidang
pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil uji cobain strumen uji kompetensi
sumberdaya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Dokumen instrument pemantauan pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknis pencarian dan pertolongan

Laporan asistensi pelaksanaan uji kompetensi
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

data klasifikasi data sumber daya manusia teknis
bidang pencarian dan pertolongan melalui system

informasi;
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dokumen hasil analisis kebutuhan pembinaan dan
pengembangan awak alat utama pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil verifikasi sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan;

dokumen rencana pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan;

laporan hasil reviu dokumen rencana pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan;

dokumen spesifikasi teknis sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan;

laporan hasil verifikasi jumlah dan kondisi sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil pengolahan data penggunaan sarana
prasarana;

dokumen hasil analisis kebutuhan pemeliharaan
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
dokumen usulan rencana kebutuhan pemeliharaan
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
dokumen rencana teknis pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka
pelaksanaan pemeliharaan menengah sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;

dokumen persyaratan kualifikasi teknis pelaksana
pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan
pemeliharaan sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil identifikasi alternative pemenuhan
kebutuhan dukungan sarana dan prasarana untuk
operasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil inventarisasi kebutuhan bimbingan
teknis sarana dan prasarana pencarian dan

pertolongan;
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laporan hasil verifikasi penerimaan sarana dan
prasarana dengan dokumen pendukung;

laporan hasil pengujian sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan;

dokumen kajian rencana garis besar siaga pencarian
dan pertolongan khusus;

dokumen hasil validasi informasi deteksi dini sinyal
marabahaya;

dokumen hasil validasi informasi awal kecelakaan
pesawat udara;

doku menhasil validasi informasi awal kecelakaan
kapal,

dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan
pesawat udara;

dokumen hasil analisis situasi dan lokasi kecelakaan
kapal,

dokumen hasil analisis perkembangan penindakan
awal operasi pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil validasi data dan informasi musibah/
kecelakaan selama siaga pencarian dan pertolongan
khusus kepada instansi terkait;

dokumen hasil analisis kesiapan fasilitas siaga
pencarian dan pertolongan;

laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan fasilitas
siaga pencarian dan pertolongan;

laporan pemantauan dan evaluasi efektivitas fasilitas
siaga pencarian dan pertolongan;

dokumen rencana latihan pencarian dan pertolongan
dengan institusi dalam negeri;

laporan uji kelayakan sarana dan prasarana latihan
pencarian dan pertolongan;

dokumen rencana operasi latihan pencarian dan
pertolongan dan rencana informasi latihan
pencarian dan pertolongan;

dokumen rencana latihan pencarian dan pertolongan

antar negara;
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laporan survey lokasi latihan pencarian dan
pertolongan antar negara;

dokumen diseminasi informasi pelaksanaan latihan
pencarian dan pertolongan;

dokumen asistensi perencanaan latihan pencarian
dan pertolongan daerah;

dokumen pemantauan dan asistensi pelaksanaan
latihan pencarian dan pertolongan daerah;

dokumen pemantauan terhadap pelaksanaan latihan
pencarian dan pertolongan di negara peserta;
laporan hasil pemantauan dan evaluasi fasilitas
latihan pencarian dan pertolongan;

dokumen rencana pemenuhan kebutuhan operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan hasil identifikasi rancangan rencana
kontigensi sesuai jenis operasi pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil identifikasi risiko kecelakaan/
bencana/kondisi membahayakan manusia serta
potensi pencarian dan pertolongan pada tingkat
nasional;

dokumen scenario kecelakaan/bencana/kondisi
membahayakan manusia;

dokumen hasil analisis daerah dengan tingkat
kerawanaan kecelakaan /bencana/kondisi
membahayakan manusia yang tinggi pada tingkat
daerah;

dokumen rancangan kesepakatan bersama pihak
terkait;

dokumen rencana kontigensi pada kecelakaan/
bencana/kondisi membahayakan manusia;
dokumen komposisi tim operasi pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil penghitungan area operasi pencarian
dan pertolongan;

dokumen pola operasi pencarian dan pertolongan;
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dokumen pembagian tugas unit pencarian dan
pertolongan;

dokumen hasil evaluasi rencana operasi pencarian
dan pertolongan;

dokumen hasil validasi sumber daya pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil briefing pelaksanaan operasi pencarian
dan pertolongan;

laporanhasilsupervisipenugasan unit pencarian dan
pertolongankelokasikecelakaan/
bencana/kondisimembahayakanmanusia;

laporan hasil super visi pelaksanaan operasi
gabungan dengan pusat koordinasi penyelamatan
negara lain;

laporan hasil pengendalian/supervise pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

dokumen rekomendasi teknis operasi untuk
coordinator misi pencarian dan pertolongan;
dokumen hasil analisis pelaksanaan tahap
penyadaran;

dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan tahap
penyadaran;

laporan hasil asistensi pada tahap penyadaran;
dokumen rekomendasi penetapan coordinator misi
pencarian dan pertolongan;

dokumen rancangan penunjukan coordinator misi
pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil analisis penyiapan unit pencarian
dan pertolongan, prelimanary communication, dan
extended communication serta pengerahan unit
pencarian dan pertolongan;

laporan hasil asistensi penyiapan unit pencarian dan
pertolongan, prelimanary communication, dan
extended communication serta pengerahan unit
pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil analisis rencana operasi pencarian

dan pertolongan;
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laporan hasil asistensi penyusunan rencana operasi
pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil analisis dukungan sumber daya
operasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil asisten sipenyediaan dukungan operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan hasil asisten sipengendalian operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan hasil asistensi penyusunan laporan operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan hasil asistensi penyusunan laporan evaluasi
operasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil asisten sipenyusunan laporan
pertanggung jawaban biaya operasi pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil debriefing operasi pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil verifikasi bukti pembayaran atas
penyewaan, pembelian, atau jasa pendukung
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dokumen usulan penggantian biaya pengerahan dan
pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
laporan hasil diseminasi informasi pelaksanaan
operasi  pencarian dan pertolongan pihak
berkepentingan;

dokumen usulan penghentian /perpanjangan/
pembukaan kembali pelaksanaan operasi pencarian
dan pertolongan;

dokumen penetapan komposi sitim uji
pelaksanaanoperasipencarian dan pertolongan;
laporanhasil uji fungsi dan uji kemampuan petugas
operasi pencarian dan pertolongan;

laporan uji fungsi kendaraan operasi pencarian dan
pertolongan;

dokumen hasil analisis hasil uji pelaksanaan operasi

pencarian dan pertolongan;
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dokumen hasil evaluasi hasil uji pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil analisis dan evaluasi kepatuhan atas
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
dokumen hasil analisis hasil pengawasan dan
evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan system
komunikasi pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil analisis penghitungan biaya system
komunikasi pencarian dan pertolongan;

dokumen klasifikasi jenis peralatan komunikasi;
laporan  hasil verifikasi usulan kebutuhan
pemeliharaan system komunikasi pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil identifikasi pemeliharaan berat system
komunikasi pencarian dan pertolongan;

dokumen pelaksanaan registrasi dan perpanjangan
izin frekuensi peralatan dan perangkat komunika
sipencarian dan pertolongan;

dokumen penyusunan rencana pelaksanaan gelar
komunikasi pencarian dan pertolongan;
laporanhasilpelaksanaangelarkomunikasipencarian
dan pertolongan;

dokumen hasil pengujian system komunikasi
pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil registrasi alat pemancar sinyal
marabahaya; dan

dokumen hasil uji fungsi alat pemancar sinyal

marabahaya;

c. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya,

meliputi:

1.

Dokumen hasil evaluasi subtansi teknis kebijakan
bidang Pencarian dan Pertolongan;
Dokumen hasil evaluasi penyusunan pedoman

teknis bidang Pencarian dan Pertolongan;
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Dokumen hasil evaluasi pembinaan teknis bidang
pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi data pembinaan sumber
daya teknis pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi data pengembangan sumber
daya teknis pencarian dan pertolongan;

Dokumen rencana program pengembangan sumber
daya teknis pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil validasi kebutuhan pembinaan
sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
Dokumen hasil validasi kebutuhan pengembangan
sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
Dokumen rencana strategis pembinaan dan
pengembangan sumber daya pencarian dan
pertolongan;

Dokumen hasil analisis penyusunan kurikulum dan
silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya
teknis pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi terhadap kurikulum dan
silabus pembinaan dan pengembangan sumber daya
teknis pencarian dan pertolongan;

Dokumen bahan ajar pembinaan dan pengembangan
sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
Laporan hasil analisis instrumen uji kompetensi
sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan sumber daya teknis pencarian
dan pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi instrument pemantauan
pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis
pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil validasi penerbitan sertifikat uji
kompetensi sumber daya teknis pencarian dan
pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi pembinaan dan
pengembangan awak alat utama pencarian dan

pertolongan;
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Dokumen hasil kajian kebutuhan berdasarkanjenis
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
Dokumen hasil rekomendasi rencana pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan;

Dokumen hasilan alisis penempatan sarana
pencarian dan pertolongan;

Dokumen desain teknis pengembangan sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil verifikasi usulan kebutuhan
pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan;
Laporan hasil pemeriksaan awal dalam rangka
pelaksanaan pemeliharaan berat sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil asistensi teknis pengelolaan sarana
dan prasarana pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil kajian teknis usulan penghapusan
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
Laporan hasil pengawasan teknis pelaksanaan
pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan siagapencarian
dan pertolongan rutin;

Laporan pemantauan dan asisten sipelaksanaan
siagapencarian dan pertolongankhusus;

Laporan hasil kajian pelaksanaan siaga pencarian
dan pertolongan khusus;

Dokumen diseminasi informasi kesiapsiagaan
pencarian dan pertolongan petugas siagapencarian
dan pertolongan;

Dokumen kajian rencana garis besar latihan
pencarian dan pertolongan dengan institusi dalam
negeri;

Dokumen pembekalan latihan pencarian dan
pertolongan dengan institusi dalam negeri;

Dokumen rencana garis besar latihan pencarian dan

pertolongan antar negara;
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Dokumen rumusan scenario latihan pencarian dan
pertolongan antar negara;

Dokumen kajian rencana garis besar latihan
pencarian dan pertolongan antar negara;

Dokumen bimbingan teknis kepada pengawas,
pengendali, dan pelaku latihan pencarian dan
pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan
pencarian dan pertolongan dalam negeri;

Dokumen hasil evaluasi pelaksaan latihanpencarian
dan pertolongan antar negara;

Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan latihan
pencarian dan pertolongan daerah;

Dokumen hasil evaluasi penilaian pelaksanaan
latihan pencarian dan pertolongan antar negara;
Laporan hasil reviu dokumen  pemenuhan
kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
Dokumen  rekomendasi rencana  pemenuhan
kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
Dokumen hasil analisis rancangan rencana
kontigensi;

Dokumen hasil analisis wilayah dengan rawan
kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan
manusia pada tingkat nasional;

Dokumen rencana tindak pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

Laporan hasil invetarisasi pelibatan potensipen
carian dan  pertolongan dalam mendukung
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
Laporan hasil identifikasi peranan potensi pencarian
dan pertolongan;
dokumenpersyaratanteknispetugasoperasipencarian
dan pertolongan;

dokumen persyaratan teknis sumber daya pencarian

dan pertolongan;
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dokumen penetapan pembagian wilayah
pembinaan/tanggung jawab pencarian dan
pertolongan;

dokumen penetapan wilayah pencarian dan
pertolongan indonesia,;
dokumenpenetapanpenempatanalatutamapencarian
dan pertolongan;

dokumen rekomendasi teknis terkait rencana
operasi pencarian dan pertolongan;

dokumen rekomendasi teknis penyediaan dukungan
sumber daya operasi pencarian dan pertolongan;
dokumen hasil analisis usulan penghentian operasi
pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil analisis wusulan perpanjangan/
pembukaan kembali operasi pencarian dan
pertolongan;

dokumen  rekomendasi  teknis penghentian/
perpanjangan/pembukaan kembali pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil evaluasi operasi pencarian dan
pertolongan;

dokumen rekomendasi pemberian penghargaan/
sanksi pelanggaran kepada petugas pencarian dan
pertolongan;

laporan hasil pemantauan pelaksanaan uji pada
tahap penyadaran, tahap penindakan awal, tahap
perencanaan, tahap operasi, tahap pengakhiran;
dokumen rekomendasi atas hasil uji pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan pada unit
pelaksana teknis;

dokumen hasil validasi hasil uji pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

laporan pemaparan hasil uji pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan;

dokumen rekomendasi perbaikan atas kepatuhan

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
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dokumen rencana dan tindak lanjut hasil
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan;

dokumen rencana pemenuhan kebutuhan
komunikasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasi lkajian penempatan peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil kajian teknis terhadap
perkembangan  teknologi  system = komunikasi
pencarian dan pertolongan;

laporan hasil verifikasi kesesuaian komunikasi
pencarian dan pertolongan sesuai dengan dokumen
spesifikasi teknis;

laporan hasil verifikasi jumlah dan kondisi peralatan
komunikasi pencarian dan pertolongan;

dokumen pemutakhiran data peralatan komunikasi
pencarian dan pertolongan secara berkala;

dokumen hasil analisis kebutuhan pemeliharaan
system komunikasi pencarian dan pertolongan;
laporan asistensi teknis pengelolaan system
komunikasi pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil evaluasi pelaksanaan  gelar
komunikasi pencarian dan pertolongan;

laporan hasil usulan kebutuhan system komunikasi
pencarian dan pertolongan;

dokumen hasil validasi dan sertifikasi alat pemancar
sinyal marabahaya;

dokumen hasil analisis system penangkap sinyal
marabahaya sesuai prosedur; dan

dokumen rencana dan program system pencarian
dan pertolongan berbasis satelit internasional

(cospassarsat); dan

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama,

meliputi:

1.

Dokumen rekomendasi penyusunan kebijakan

teknis bidang pencarian dan pertolongan;
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Dokumen rekomendasi penyusunan pedoman teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

Dokumen pengembangan system pembinaan teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

Dokumen rencana program pembinaan sumber daya
manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
Dokumen pedoman pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Dokumen kajian teknis penerapan teknologi dalam
pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknis bidang pencarian dan pertolongan;
Dokumen kajian teknis kebutuhan sarana dan
prasarana dalam pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi instrumen uji kompetensi
sumber daya manusia teknis bidang pencarian dan
pertolongan;

Laporan hasil diseminasi informasi potensi
pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil analisis pengembangan teknologi
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
Dokumen hasil evaluasi pemenuhan sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil valuasi pedoman teknis di bidang
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
Dokumen hasil valuasi dukungan sarana dan
prasarana dalam pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

Dokumen pengembangan model/system
kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan;

Dokumen hasil evaluasi pengembangan metode

pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
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17. Dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan latihan
pencarian dan pertolongan;

18. Dokumen pengembangan model/system latihan
pencarian dan pertolongan;

19. Dokumen hasil evaluasi pengembangan metode
pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;

20. Dokumen rancangan rencana nasional pencarian
dan pertolongan;

21. Dokumen rancangan kesepakatan bersama
pimpinan potensi pencarian dan pertolongan;

22. Dokumen penyusunan kertas kerja pengawasan atas
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang telah ditetapkan;

23. Laporan hasil pengendalian mutu pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan operasi pencarian dan
pertolongan;

24. Laporan hasil supervisi atas ketaatan norma,
standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan
operasipencarian dan pertolongan yang berlaku
nasional maupun internasional;

25. Dokumen rencana pengembangan dan
pembangunan bidang operasi pencarian dan
pertolongan;

26. Dokumen reviu rencana pemenuhan kebutuhaan
komunikasi pencarian dan pertolongan; dan

27. Dokumen hasil rekomendasi rencana pemenuhan

kebutuhan komunikasi pencarian dan pertolongan.

Pasall0
Dala mhal unit kerja tidak terdapat Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan yang sesuai dengan jenjang jabatannya
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 8 ayat (1), Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan yang beradal (satu) tingkat di atas atau 1 (satu)
tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
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Pasalll

Penilaian @ Angka  Kredit atas hasil penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa 110 ditetapkan

sebagai berikut:

a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolonganyang
melaksanakan tugas Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan yang berada 1 (satu) tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari
Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang
melaksanakan tugas Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan 100% (seratus perseratus) dengan Angka
Kredit dari setiap butir kegiatan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui:

a.

b.

Pengangkatan pertama;

Perpindahan dari jabatan lain;
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penyesuaian; dan

promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan melalui pengangkatan
pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
a berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

o

o

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
bidang ekonomi, pendidikan, ilmu hukum, sosial,
ilmu manajemen, ilmu komunikasi, kebijakan
publik, psikologi, komputer, logistik, pendidikan,
teknik /rekayasa dirgantara, teknik/rekayasa sipil,
teknik /rekayasa komputer, teknik /rekayasa
industri, teknik/rekayasa elektro, teknik/rekayasa
telekomunikasi, teknik/rekayasa perkapalan, ilmu
lingkungan, ilmu kelautan, ilmu keolahragaan, dan
mitigasi bencana; dan

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik

dalam1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan dari calon PNS.

Calon PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
setelahdiangkatsebagai PNS paling lama 1 (satu)
tahundiangkatdalamJabatanFungsionalPenata Kelola
Pencarian dan Pertolongan.

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah
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diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang belum
mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan
kenaikan jenjang satu tingkat diatasnya.

Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai
melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Ketiga

Perpindahandaridabatan Lain

Pasal 15
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan melalui perpindahan dari
jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b harus memenuh isyarat sebagai berikut:
a berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehatjasmani dan rohani;

o

p

berijazah paling rendahsarjana atau diploma empat
bidangekonomi, pendidikan, ilmuhukum, sosial,
ilmu manajemen, ilmu komunikasi, kebijakan
publik, psikologi, komputer, logistik, pendidikan,
teknik/rekayasa dirgantara, teknik/rekayasa sipil,
teknik /rekayasa komputer, teknik /rekayasa
industri, teknik/rekayasa elektro, teknik/rekayasa
telekomunikasi, teknik/rekayasa perkapalan, ilmu
lingkungan, ilmu kelautan, ilmu keolahragaan,
mitigasi bencana, atau bidang ilmu lain yang
ditentukan oleh Instansi Pembina;

e. Dberijazah paling rendah magister dengan kualifikasi

pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan
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oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional

Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli Utama;

f.  mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi Pembina;

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan
paling singkat 2 (dua) tahun;

h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

i.  berusia paling tinggi:

1. 53 (lima pulu htiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama dan
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama bagi PNS
yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi pejabat
fungsional ahli utama lain yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan

kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan
diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang

dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
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pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama yang berasal dari
jabatan fungsional ahli utama lain harus
mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli
Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan

dari Menteri.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan melalui penyesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
berstatus PNS;

a
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

o

sehat jasmani dan rohani;

o

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan
paling singkat 2 (dua) tahun; dan

f.  nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongansebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan

ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang

jabatan yang akan diduduki.



(1)

(2)

(3)

=5 2021, No.807

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan  Pertolongan melalui penyesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai
Angka Kredit tercantum dalam LampiranVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.

Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan melalui

penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan

kriteria:

a.

b.

(1)

Termasuk dalam kelompok rencana suksesi,
Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

Memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

Pasal 19
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan satu tingkat lebih tinggi



2021, No.807

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-56-

dalam satu kategori Jabatan Fungsional Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l1)harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi Pembina;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan melalui promosi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan

Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan melalui promosi dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 20
Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penata Kelola

Pencarian dan Pertolonganwajib dilantik dan diambil
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sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tata carapelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penilaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan
Pertolonganbertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem
karier.

Penilaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongandilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi,
dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Penilaian kinerja Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongandilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
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Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan wajib
menyusun SKP setiapawal tahun.

SKP merupakan target kinerja Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan berdasarkan penetapan kinerja unit
kerja yang bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam  bentuk kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
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Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Hasil penilaian SKP Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 26
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (2) bagi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongansetiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan
d. S50 (lima puluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
huruf d tidak berlaku bagi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling
tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk
setiap periode.
Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan
Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Instansi Pembina.
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Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang telah
memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan
setingkat lebih tinggitetapi belum tersedia lowongan pada
jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib
memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Madya.
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama
yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya,
setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b

ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan

FungsionalPenata Kelola Pencarian dan Pertolongan dan

dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 29

Capaian SKP Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (4)
disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan
penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

Capaian Angka Kredit Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh
persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan
menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai
dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik

Hasil KerjaPenata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
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Hasil penilaian dan PAK Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal31

Usul PAK Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan diajukan

oleh:

a.

Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina kepada pejabat
pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina,;
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi bina
tenaga pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan
tinggi madya yang membidangi pembinaan tenaga dan
potensi pada Instan siPembina untuk Angka Kredit bagi
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya di
lingkungan Instansi Pembina; dan

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Instansi Pembina kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan
tenagapada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama
dan Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli Mudadi

lingkungan Instansi Pembina.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

yaitu:
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Pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina
untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan atau yang membidangi pembinaan
tenaga dan potensi pada Instansi Pembina untuk Angka
Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli
Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian atau yang membidangi pembinaan tenaga
pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan PertolonganAhli
Muda dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan Ahli Pertamadi lingkungan Instansi

Pembina.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal33

Dalam menjalankan tugasnya,pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan  pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,

pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
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dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaanPenata
Kelola Pencarian dan Pertolongan dalam pendidikan
dan pelatihan.

Tim Penilai Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

terdiri atas:

a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi
utama untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama di lingkungan
Instansi Pembina;

b. Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi
madya untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya di lingkungan
Instansi Pembina;

c. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Pencairan dan Pertolongan Ahli Pertama dan Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda di
lingkungan kantor pusat;

d. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat administrator
untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan Ahli Pertama dan Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda di lingkungan
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A; dan

e. Tim Penilai unit kerjabagi pejabat pengawas untuk
Angka Kredit bagi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Pertama dan Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda di lingkungan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B.

Pasal 34
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri
atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan,unsure kepegawaian, dan Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. Seorang ketua merangkap anggota;
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b. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan keanggotaan Tim  Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

harus berasal dari unsure kepegawaian.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

paling sedikit 2 (dua) orang Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. Menduduki pangkat dan/ata ujabatan paling rendah
sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan yang dinilai;

b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan; dan

c. Aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapatdipenuhidariPenata

Kelola Pencarian dan Pertolongan, maka anggota Tim

Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki

kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. Pejabat pimpinan tinggi utama bagi tim penilai pusat
pada Instansi Pembina;

b. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan atau yang membidangi pembinaan
tenaga dan potensi bagi tim penilai instansi; dan

c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

pembinaan tenaga bagi tim penilai unit kerja.
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Pasal35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1)

(2)

(3)

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

KenaikanPangkat

Pasal36

Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila

capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit

Kumulatif yang dipersyaratkan.

Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan,sebagai berikut:

a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan
pendidikan sarjana atau diploma empat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan
pendidikan magister tercantum dalam sebagaimana
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan
pendidikan doctor sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 37
Dalam hal wuntuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud dalamPasal 36 ayat (1), Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan kegiatan
penunjang, meliputi:
a. Pengajar atau pelatih di bidang penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan;
b. Keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji
Kompetensi;
c. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan.
Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua
puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi
wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
lowongan kebutuhan jabatan.

Selain memenuh isyarat kinerja, Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan yang akan dinaikkan jabatannya
setingkat lebih tinggih arus mengikuti dan lulus Uji
Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan
persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau
persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1), Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan dapat melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;

b. pembuatan Karya Tulis/Karyal Imiah di bidang
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah

di bidang penyelenggaraan Pencarian dan

Pertolongan;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang

penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
penyelenggaraan  Pencarian dan  Pertolongan;
dan/atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang penyelenggaraan  pencarian dan

Pertolongan.
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Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolonganyang akan

naik kejenjang jabatanahli madya dan ahli utama, Penata

Kelola Pencarian dan Pertolongan yang bersangkutan

wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan dengan Angka Kredit pengembangan profesi

yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (emnam) bagi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Muda yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan Ahli Madya yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.

Pasal40

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang secara

bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di

bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan,

diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
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persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi
yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan JenjangJdabatan

Pasal 41
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang memiliki Angka
Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka
Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata

Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
tidak tercapai, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongantidak

diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
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BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA

KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 44

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dihitung

berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indicator

meliputi:

a.

Jumlah perumusan dan pembinaan teknis bidang
Pencarian dan Pertolongan;

Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknis bidang Pencarian dan Pertolongan;
Jumlah pembinaan sarana dan prasarana Pencarian
dan Pertolongan;

Jumlah  pelaksanaan siaga Pencarian dan
Pertolongan;

Jumlah pelaksanaan latihan Pencarian dan
Pertolongan;

Jumlah pelaksanaan operasi Pencarian dan
Pertolongan; dan

Jumlah pembinaan system komunikasi Pencarian

dan Pertolongan.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina

setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Menteri ini

tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan

kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan yang telahditetapkan oleh Instansi Pembina.
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BABXI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 46
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan harus memenuhi Standar
Kompeten sisesuai dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
meliputi:
a. Kompetensi teknis;
b. Kompetensi manajerial; dan
c. Kompetensi social kultural.
Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 47
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan diikutsertakan
pada pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan
dan penilaian kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidangpenyelenggaraanPencarian

dan Pertolongan.
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Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Penata  Kelola  Pencarian dan  Pertolongandapat
mengembangkan  kompetensinya melalui program
pengembangan kompetensi lainnya.

Program  pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;

b. seminar;

c. lokakarya;

d. konferensi;

e. studi banding; dan

f.  latihan simulasiPencarian dan Pertolongan.
Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan
kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan fungsional Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BABXII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENATA

KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal48
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan diberhentikan
dari jabatannya apabila:
a. Mengundurkan diri dari jabatan;
b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan negara;

B oo

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;dan/ atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alas
an pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan.
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Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang

diberhentikan karena alas an sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat
diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir
apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata

Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka

Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan

Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang

penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan selama

diberhentikan.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

a. Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan; atau

b. Tidak memenuhi Standar Kompetensi yang

ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal49

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang diberhentikan

karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada

(1)

jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya
paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada
jenjang terakhir yang didudukinya,setelah mengikuti dan

lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50
Terhadap Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a

dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan
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izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan
pemberhentiannya.

(2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal51
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dapat dipindahkan
kedalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Pasal 52
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dilarang
rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi,jabatan

administrator, jabatanpengawas,atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya
standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.

(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;

b. Menyusun Standar Kompetensi;
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Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan;

Menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan
pedoman penilaian kualitas Hasil KerjaPenata Kelola
Pencarian dan Pertolongan;

Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karyal
Imiah  yang  bersifat inovatif di  bidang
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
Menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
Menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;

Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

Menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan;

Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan;

Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan;

Mengembangkan system informasi Jabatan
Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan;

Memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan;

Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
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p. Melakukana kreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q- Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan di seluruh Instansi Pemerintah yang
menggunakan jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan;dan

r. Menyusun informasi factor jabatan untuk evaluasi
jabatan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, hurufi, huruf k, huruf 1, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf q,dan huruf r menyampaikan

hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata

Kelola Pencarian dan Pertolongan secara berkala sesuai

dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada

Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan

Pertolongansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i

ditetapkan oleh Instansi Pembina.
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BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal54

(1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

(2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan wajib menjadi
anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata
Kelola Pencarian dan Pertolongan.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyusunkodeetik dan kode perilaku
profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas:

a. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. Memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan

dari Instansi Pembina.

Pasal 55
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolonganbersifat = koordinatif @ dan  fasilitatif untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan

Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
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Pasal 56
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongandan hubungan kerja Instansi Pembina dengan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian

dan Pertolonganditetapkan oleh Instansi Pembina.

BABXVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 57
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan melalui penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini

diundangkan.

Pasal 58
Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima)

tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal59
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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e B Feh v KA o usis awal konclisi me mbalavakar
T T sl
11 yganalisis situasi dan bkasl kece lakaan pess Dakumen analisa situasi dan lakasi
udam kecelnkaan pesmwat udam
12 lisis situasi dan okasl kece lakaan kapal Dakumen hasi]l analisis sitoasi dan
Inkasi kecelnkann kapal
13 |Mengamalisa situasi d kecelnkaan dengan  |Dokumen hasi] analisis sitoas dan 135 Ahl Pertama
pEnamganan kKusus lakas keoelakaan dergar
penanganan khusus
14 isi® situasi dan okasi be Dokumen lsasil analisis s ihaasi dar Ahli Pertama
kkasi bencana
2 isls situasi dan bkasl k Do kamer asd] analisls situas dan a Al Pertama
e bt sava Kan man usia lnkasi komdisi mem bahay akar
Menmgile ntilikasi kebutuban pemindakarn 4 i Benwil delemtifioas i 108 Ahli Pertama
aperasl pencarian dan pertalongan kebutuhan penindakan swal
apemsi penoanan dan perokng
17 [Melaksanakan asistensi e Laparan asistens rencana awal Ahl Pertama
aperasi pencarian dan perto pelaksanaan opems pencarian dan
peerial if
14 ganalisis perkembangan penindakan awal Daknamier al b = \ TS

aperasi pencarian dan pertalangan

perkembangan penindakan awal
ape=mnEl pencanian dan perak
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e — o . T AT f———— = i KODE ANGEA =
L¥] g UNSLUR URAIAN KEGIATAMN /TLMGAS T TRIA T ELAKSAN/ A
N TLAGAS JABATAN Al Al ATAN  TUGS HASIL KERIA /OLTRLT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 g E] 4 L [ 7 a
15 [Melakukan validasi pergers | tim pencarian lidasi perge mkan 111 Pertama
pertalan peertolomgan
20 SATian dan per i & et F LA 112 - Ahl Per £l
penec
113
114
23 1 11 li Per
24 1 31 Ahli Muda
- 25 117 2,34 Madya
n_y
118 2 Madya
2T 1 1% 0,86 ]
28 0,96
2% 0,64 Madya
Wh 133 0,24 Ahli Pertama
11 123 9 li Muda
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e — o . T AT f———— = i KODE ANGEA =
T Ty Al T o Y. I . I
NO | TUGAS JABATAN UNSLUR URAIAN KEGIATAN TUGAS HASIL KERIA fOLTPUT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 g E] 4 L [ a
12 |Melakukan pemelibmman fasilitas siaga pencanian waraan fsilitas 134 Pertama

0, D

Muda

0

131 0448
nEgen
1 Dperasi Lat P TecaT Operasi 1332 Muda
dan Rerscann Infrmasi La pErchan dan perialangar
|RIL) 1 Rencana Infarmasi
pe=r- bl
T |Menyusun ren n penoarian dan 133 19 li Muda
Pt e T g PeEmCATAT
]
8 |Melakukansurvei lokasi latihan pencarian dar Laparan sumei lokasi 1 b Ahli Muda
pertalongan 1T TREgAra n perokngan 2
& | Menyust Wi garis bepsnocar n i gATIR 1 Madya
perta ko ngan pemcarian dan perto ko mgan nencarian dan pertalomgan
anlar megar han penc clam pertak mga
SBATL
10 [ Memvusun ramuasan skesario latiban pencarian dar T rumusEan skenario 1 Madlyva

pertalongan 1T TEgara

i =T I T IT

1 pertalingan
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—— m . R ———— : " KODE AMNGHEA .
NO | TUGAS JABATAN UNSLUR URAIAN KEGIATAN TUGAS HASIL KERJA fOLTPLT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 g E ] L) 5 [
11 | Mengevahiasi sina garks bepencarian d % TETREATE @aTis 147
perio o g 1 perin
13 138

Ahli Muda

Madya

15 141 @
1 142 0,02 Madya
17 aEiEDEEl P e 143 Ahli M
18 144 Muda
siste i pek o
perak
1% peerc ardans clar 145 Macdva
dam
s W TE
Dak 1 A
T peemeria | pe
pertalongan di negarm peseria
21 pelak 147 Madya
BATHATLAT T @gATA
AT TR g
27 | Me=laks 1 evaluasi penyele nggarann il v 148
pelaksanaan latihan pencanian dan pertalangan Peem vl g araan 1s
a3 &l ste=m W PEnCATIAn 145 1,57

clars o ria b mga s
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UGAS JABATAN UNSUR URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERIA /OLTRLT KEGIATAN PELAKSANA TUGAS
2 1 5 [
o | eva
metode
15 151 Ahl Per

pertalangan

akru KA e A

0 02

Madya

peraknga

Ahli Pert

158 o, Ahli M

dar

WAL 15 3 Madyva
1 b 0,02 Ahl Per

0,02
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LMGAS JABATAN UNSUR URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERIA fOLTPLT PELAKSANA TUGAS
] i 8
1 meal isi® wilacal e ar 0,10 Malva
e cama) koo nedis e ba heava koan
i T i o
11 164
12 1,58 Madya
13 ] 163 @12 Madya
14 1¢ Madya
1< 24 Ltama
pencarian
[a T 13 Lt
beermama
pErcarian dan g o ko ngar
17 1 k]
18 Ahli Per
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NO LMGAS JABATAN UNSUR URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERIA fOLTPLT ¥ PELAKSANA TUGAS
1 ] 3 -] i 8
1% 172 ] M
K Per
174 0,07

ifilonsi pe

terkait k terkait
23 VLS U Fa e angan Resepalatan bereama pikak | Dokummen rameangan Resepalk 176 3,15 Al
terkait bersama | k terkait
la 17 0,85 L
vakan ma
Dakumen persvaratan teknis 178 , 13 adya
peene d
0,13 xlva
7 VLIS el - 1 B 0,04 "
N BRI TE arian damn
T 4 181 0,13 a
Inelamesia (SER Indane&ia)
1 182 xlya
1 Lapars 183 0,34 Ahli Pert
kool akaan ! ben cana) ko melisi mem bl va Kar kkas Keoe lakaar
manusia serta upava vang telah dilaksamakan &l membe
11 184 Ahl Per

vang akan dikem
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ND

TUGAS JABATAN

UNSUR

URAIAN KEGIATAMN [ TLMGAS

HASIL KERIA fOLTPUT

KODE
KEGIATAN

PELAKSANA TUGAS

L)

5

[

12 | Menyusun npasisl tim aopems] pencarian = kompasisi tim o pemsi a
periba lo g

3.3 0,00 ]

14 VLIS LTS T Ahli Muda

MeTenc
Tl o rEgan

Dok

T

Ahli Per

Ahli Per

mun ske
P

Ahli Per

L me mfil ter unit penc 0,34 li Per
il beer dava pencaria 194 0,91 li Muda
12 0,01 k]
|seoar iy of pETSETI AT e rbn clraranoe |, &
dearence] dad rescue coording center |RCC) sty clearzn n
regara lain va membantu apemsl pencarian |persetujuan terbar ght
d cienrmance) dari resoee coerding
cerafer | R
1 0,42 Ahli Pertama
Th .30
194 2 Alili Pertama




-O08-

2021, No.807

e — o . T AT f———— = i KODE ANGEA =
i’ TRIA T FLAKSAN
NO| TUNGAS JABATAN UNSUR URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERIA fOLTPLT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 a ] 5 -] i
L] Ty apes TRl Lapamn hasil briefing pelaksanaan 15K E
47 Th ST P TecaT ¥ i
(ko isi
bkasi keos laka
kx
] 9

BERAp |resp

) snmrpad T di okasi

202

Ahl Mu

203

0,30

52 205 0,26 a
53 VLIS LT 0,44 a
54 3 L a

li Muda

i Per
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——— m . p—— f———— = " KODE ANGEA "
L#] S J UNSUR URAIAN KEGIATAN / TLGAS T TRIA T ELAKSAN/ A
N TUGAS JABATAN LS Al ATAN  TUGS HASIL KERIA fOLTPLT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 g E ] L) 5 [
88 | Memvusun rekamendas] pensetapar e ta T Wi =i 211 5
8 5
] 213 8 a
i pencarian dan
61 |Melakukan asisie TNV 8 PRy LITHL e AT i Ahli Muda
pertolongan, preo Mo pengen
i
62 | Men P oA Muda
pe=rta b g
Menusun rekamendasi te ] teknis 0,84 Madya
ras pencarian dar af T
64 |Melakuka =i 217 0,01 li Muda
I I
65 |Mengamalisis dukungan sumber ¢ 218 19 Ahli Mu
PERCATI m
peertalang
o el s ] 18 K& }1 0Aa5 Maclva

ya aperasl pencaria

68

0 2

li Muda

=5l

Malva
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NO| TUGAS JABATAN UNSUR URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERIA /OLTPLT errrE PELAKSANA TUGAS
1 ] 3 5 8
3 Madya
i Malva
Muda

li Muda

Ahli M

kR ansan

i Per

e TR e A T

Muda
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o m . AT P - " KODE ANGEA "
L¥] 5.J UNSUR URAIAN KEGIATAMN [ TLMGAS i TRIA T CLAKSAN A
N TLGAS JABATAN AL ALATAN | TLGS HASIL KERIA fOLTPUT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 g E] 4 5 [ 7
81 |Menvusun us m e TgEantian 234 1,04 a
] 2 1, a
g}
824 237 0,24 Il
85 P nCaTian i Madya
Bf m rekomendasi pemberian = rekamer pemberian Madya
f il TR EET AR i
GAS PN aria
HY 24 Pertama
84 241 ki Per
Al 0.0
SH 243 a
3 e o lo ngan
L | ] survesl lokasi wjd 24 Pertama
Ahli Muda
93 246 0,0 li Muda
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e o - — — = " EODE ANGEA =
L¥] g UNSLUR URAIAN KEGIATAMN /TLMGAS T TRIA T ELAKSAN/ 2
N TLAGAS JABATAN Al Al ATAN  TUGS HASIL KERIA /OLTRLT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 g E ] L) 5 [
@4 [Melakukan pemantauan pelaksanaan ujl pada Laparan hasil pemantauan 247
244 Il
|ied s b sl wid 249 ™
WA OpETasi pencaria
il ] e A

[T i pelakeaisas
pada L 1T
clan perokngan pela Uil
Pelaksana nis
P
1 253

marme, s

prossdur, dan kriteria

103 | Merekome ndas kan pe i mtns kepat Dak s rekomendasi perballan 0,03
pela ksamaan norma, standar, prosedur, ¢ atas Kepatulsan b ksa naa
TE TN A, &t , prossdur, dan
kriteria
M I Mensun kertas kerja pe [ak ¥ ke T 1,57
m, standar, prossdur, dan krtera v s ke
ditetapkar standar, prosedur, dan kriteria
vang telah ditetaplkan
105 | Mengenda 2,10
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RS m AT RS = " EODE ANGEA =
RO TUGAS JABATAN URAIAN KEGIATAN (TUGAS HASIL KERJA fOLTPLT KEGIATAN KREDIT FELAKSANA TUGAS
1 2 i 5 [ i
Melakukan supervisi atas ket y TR Lapamn hasil supervisi atas 2, a

ar, o

ey vl ey

prose d

Malva

|
-]
n

11

5l pencarian dan
peer-tal angg an

4,80

L

i, 55

0,104

li Muda
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ND

TLHEAS JABATAN

UNSUR

URAIAN KEGIATAMN [ TLMGAS

HASIL KERIA fOLTPUT

KODE
KEGIATAN

PELAKSANA TUGAS

[

1Ty e T P tam
Pt

8 IMelakukan ka 11 teknis a7l
teknalog teknologi
et o g
G [Menyusun spesilikas telnis sigtem komunikasi 0,19

Dakumen spesilikas teknis sisem
kamunikasi pencaran N

peertalang

. rifikas i kesesuaian hasil verifikasi kesesuaian 273 Madya
kasi penoarian perokng pEnCar
dengan dakumen spesilikasi teknis gl s e EUE cleriga
daokumen spesifikasi teknis
11 i 274 Ahlli Per
12 TS peET TS 0,31 Alli Muda
13 yistrasi penyim pan Ahli Pertama
=) 1 i et Jom g
14 Lapomn hasil inve ntansas AT Ahl Pertama
1 komed
I 278 Maclva

16 Malva
17 280 25 a
18 n 28] 0,89 Madya

ikasi
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[ m . T AT P ——— = i KODE ANGEA =
L#] 5. UNSUR URAIAN KEGIATAMN [ TLMGAS 1 TRIA T CLAKSAN A
N TLGAS JABATAN Al ALATAN | TLGS HASIL KERIA fOLTPUT KEGIATAN KREDIT PELAKSANA TUGAS
1 g E] 4 L 7 a
15 | M yas un =T 2 Pertama
20 283 0,8 Ahl M
21 LTAAN HngAn sislem 284 Ahli Pert
komunikasi pencarian peertalangan
komunikasi pencarian dan
o] e s
22 | Mengidentifikasi peme T, wn sl ddermitd filos i 285 0,26 li Muda
kasi per eral sisl
Caria
23 288 Ahli Muda
24 | M gicle 287 0,13 Ahli Per a
nvele
25 FIT] 0,60
AL &

pelaksannan gelar Koo bas i
n pe ok

i, A

Muda

s e ey

Tl o rEgan

Laparan hasil pelaksanaan gelar
komunikasi pencarian dan
peer-tal angg an

0

M
I

kukan ew

M yusun us
et :

e=lar kar

i &l stem karm

kasi

Lapaman hasil usulan kebutu
sistern komunikasi pencatdan dan
peer-tal angg an

Madya




TLHEAS JABATAN

URAIAN KEGIATAMN [ TLMGAS

HASIL KERIA fOLTPUT

KODE ANGEA
KEGIATAN KREDIT

4] 7 a

penangkap

298 0,07 Ahli Per

0,02 Ahli Pert

Melakukar

Dokumer
Peernangg kap &0
uai prossdur

mammba hava sesuni prosedur

s

il maraba

W1 0,12
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MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKFASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHTO KUMOLO

PELAKSANA TUGAS

0,07 Akl Madva

Ahli Madya

i Madya
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KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFES] DAN PENUNJANG JABATAN FUNGEIONAL PENATA KELOLA PENC

LAMFIEAM 11

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFOREMAS] BIRDKRAS] REPUBLIK INDOME

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FLING SIONAL

PEMATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTO LONGAN

ARIAN DAN PERTOLONG AN

PELAKSANA
NO LUNSLUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGEKA KREDIT KEGIATAN
I 2 3 4 = =] T
I |Pengembangan Perclehan llazah ) gelar Memperoleh {jazah sesual dengan bidang ljazah / Gelar 25% AK kenalkan Semua jenjang

Profesl

pendidikan fxrmal sesual
dengan bidang tugas

A

tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan

panghkat

1. |Membuat ey t

JSkarya ilmiah ha

s rved fevalus

penelitinn/ pen;

peT

o, Jurnalf Buku 20,00 Semua jenja

b, Jurnalf Buku 12,50 1A jenjang

[ = Juku/Maskah 0,00 Semua jenjang
2. |Memb

per

bidang penatasn dan pengelalaan

penyvelkenggaraan pencarian dan

pertolongan vang tidak di ileasiban

o, Jdalam bentuk buku Buku B 00 Semua jenjang

h, Jdalam bentuk majalah iiminh Maskah 4,00 Semua jenjang
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PELAKSAMNA

NG LNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT KEGIATAN
I 2 . | 4 5 & i
3,
penyelen,
dan pertolongan yang dipuhlile
1k bu ki yang « Buku 8,00
secara nasional
b miah yang diakul Naskah Semua jenjang
anisasi profesi dan Instansi
Pembina
F]
sendirl di bidang Penataan dan
_.:._._._..m._. slaan _.a._._...ﬁ._ﬁ._._.r_._._,. AN P
ngan yang tidak
Ikasikan
a, |dalam be ik bk Buku T.00
b. |dalaim b k malkalah Ma s kah 3,50
5, |[Men: kah 2,50
pertolon
6 jenjs

Penerjema

penyeler
dan pertolor

Jpenyaduran

raditert
o nasional

i of

Pemhi
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— e SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT _H_.w.,_:.”._.,._ﬂ._
I 2 3 4 5 & i
2. |Menerjemahla
1

pengeinl

dan pertolon

dipu

a, |dalam bentuk buku Buku 14 jenjang

b, |dalam hentuk Maskah i |enjang

i ] Mem buat buku st Buku N

dan peng

penyeleng

_.:._._r,..__._._.__ /pe
pen:
pene:

1 penye

lenge:

Me
kompeten

1 |pels

Jabatan Fungsior

Pencar

15,00

d, |Lamanya ants

€, |Lamanya
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PELAKSANA

NG LINSUR SUB-LUINSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT [ ANGHEA KREDIT KEGIATAN
I 2 ) 4 & 7
a. |Lamanya lebih dari 9 lenjang
b, |Lamanya £ |
e |l 181
d. |Lamanya ar 1 16 1
e, |Lamanya i apoTan

., |Lamanya ar

e

manya |

i e Ll g

5 |maintain performance [pemelihs

kinerja dan target kin

tanda j

va Lancana Karya tya :

F 0,50
mend pen 1 aleh
profesiy dan
1
penveleng
dan pertolo
A, 1l 0,40 i
renataan dan an dan pengelolaan
I I 4
pengelol penyelen
penyele
rencarian dan
I B. Laparan 0,04
pertalon,
. raole 1. [Memperaleh pe

tahun

Semila

LATT

pangkat

ng




LINSUR

SUB-LUINSUR

URAIAN KEGIATAN /TUGAS

HASIL KERJA/ OUTPUT

ANGEA KREDIT

PELAKSANA
KEGIATAN

2

3

|
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25% AK kenailkan

pangkat

Semua jenjang

Perolehan Gels
lainnya

Maglster

Dk Lot

Pencarian dan Pertolongan

Melakukan keglatan vang
_.:._._T....__._. in tugas Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI FENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIRDKRASI REPUBLIK INDON ESLA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

JUMLAH ANGEA KREDIT EUMULATIF MINIMAL UNTUE FENGANGEATAN DAN KEMNATEKAN JABATAN/PANGEAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA FENCARTAN DAN PERTOLONGAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGEA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DN PERTOLONGAN

THGAS JABATAR AHLI PERTAMA AHLL MUD# AHLI MADYA AHLI UTAMA
IlJa 1T IlJe [yd IV/a Vb V/je vV/jd IV/je
Melaksanakan _un:mpmm:.nm: pengelolaan 50 50 100 100 150 150 150 200 200
penyelenggaraan pencarian dan pertolongan

MENTERI FENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REFUBLIK INDONESLA,

tted

TJAHJIO KUMOLO

www.peraturan.go.id
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LAMPIR AN TV

FERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIRODKRASI REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

JUMLAH ANGEA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGEATAN DAN KENAIEKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN FERTOLONGAN

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
b Il /e I d IV/ia IV/b IV/c v id IV/e
Eﬁ_wrmmamr\m: _un:m_mm:.u.w: pengelolaan 50 100 100 150 150 150 200 200
penyelengearaan pencarian dan pertolongan

MENTERI FENDAY AGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS] REFUBLIK INDIONESTA,

thd

TJAHJIO KUMOLO

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN /GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

AHLI MUDA _ AHLI MADYA AHLI UTAMA
ljc ni/d IV/a IV/b IV/c 1V/d V/e
Melaksanakan penataan dan pengelolaan 100 100 150 150 150 200 200
penyelenggaraan pencarian dan pertolongan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tted

TJAHJO KUMOLO

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAMN VI

FERATURAN MENTERI FENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

FEMNATA KELOLA FENCARIAN DAN PERTOLONGAN

ANGEA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAILAN /INPASSING JABATAN FUNGSIONAL FENATA KELOLA FENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NG

ANGEA KREDIT
KUMULATIF KENAIKAN
PANGEAT SELANJUTNYA

GOLONGAN
RUANG

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGEATAN
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MENTERI FENDAY AGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFOEMASI BIRODKRASI REFPUBLIK INDONESLA,

trd

TJAHJO KUMOLO






